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Hukum mengakui status manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung utama 
hak dan kewajiban, sejak saat dilahirkan dan berakhir apabila telah meninggal 
dunia. Begitupun dengan hak-hak mendasar yang secara kodrat melekat pada diri 
manusia, seperti hak sipil yang tentunya wajib dipenuhi oleh negara. Hak sipil 
mencakup hak setiap warga negara terkait status hukum dan hak keperdataan, 
misalnya hak atas identitas diri. Hak atas identitas harus didapatkan segera sejak 
kelahiran seseorang. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk memberikan bukti atas identitas 
seseorang, maka negara menerbitkan akta kelahiran sebagai bentuk fisik dari 
pengakuan negara melalui pencatatan sipil dengan berdasar pada pencatatan 
peristiwa kelahiran. Perlu diketahui, setiap peristiwa penting yang dialami dalam 
siklus kehidupan seseorang wajib dilaporkan karena memiliki dampak terhadap 
kedudukan hukumnya. Dalam kasus lahir hidup mati terdapat dua peristiwa penting 
yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan yaitu, peristiwa kelahiran dan peristiwa 
kematian. Karena kurun waktu hidupnya yang relatif singkat membuat keberadaan 
dan kepastian hukum anak lahir hidup mati menjadi samar terlebih dalam 
penyelenggaraan pencatatan sipil. Misalnya perihal pelaksanaan pencatatan atas 
kelahiran anak yang telah meninggal dunia namun pernah lahir hidup pada register 
kelahiran. Dalam hubungan ini, pencatatan kelahiran memiliki keterkaitan yang erat 
dengan pemenuhan hak atas identitas anak.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganilisis kewajiban pembuatan akta 
kelahiran anak lahir hidup mati pada pencatatan sipil. Serta untuk mengetahui 
urgensi hak atas identitas pada anak lahir hidup mati.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 
memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan 
Pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian yang dilakukan adalah 
preskriptif dengan mengidentifikasi lebih lanjut mengenai subjek hukum dalam 
suatu peristiwa hukum melalui tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Metode 
dalam pengumpulan bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pencatatan sipil yang wajib dilakukan terhadap anak lahir hidup mati bukanlah 
pencatatan kelahiran, melainkan pencatatan lahir mati. Sehingga, dokumen yang 
diterbitkan oleh Disdukcapil adalah SKLM. Hal ini dapat disebabkan oleh 
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peristiwa kelahiran yang dialami anak lahir hidup mati masih dalam proses 
pelaporan atau bahkan belum dilaporkan kepada Disdukcapil, namun peristiwa 
kematiannya sudah terjadi. Dengan demikian, anak tersebut tidak dapat 
memperoleh NIK. Dalam SIAK, NIK merupakan komponen penting yang harus 
dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan pencatatan sipil. Oleh karena 
itu anak lahir hidup mati tidak memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan 
pencatatan serta penerbitan akta kelahiran.

2. Pada dasarnya, akta kelahiran ialah perwujudan dari hak atas identitas anak yang 
secara garis besar mencakup nama, kewargenagaraan dan asal usul (hubugan 
keluarga). Namun, anak lahir mati tidak dapat memilikinya. Di samping itu, anak 
lahir hidup mati juga pernah mengalami kehidupan walau sesaat, maka 
semestinya ia tetap berhak atas identitas. Mengenai identitas anak lahir hidup 
mati, secara tidak langsung dapat dilihat melalui SKLM yang di dalamnya tertera 
jelas data dari orang tua si anak, sehingga diketahui asal usulnya. Merujuk pada 
hal itu, berdasar pada asas ius sanguinis anak lahir hidup mati sudah diberikan 
kewarganegaraan oleh negara. Akan tetapi, perihal nama anak tidak termuat 
pada SKLM, namun menurut HAM pemberian nama seyogyanya merupakan 
kewajiban orang tua sejak kelahiran anak.
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ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganilisis kewajiban pembuatan akta 
kelahiran anak lahir hidup mati pada pencatatan sipil. Serta untuk mengetahui 
urgensi hak atas identitas pada anak lahir hidup mati. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif yang dikaji berdasarkan kumpulan bahan pustaka atau 
data sekunder yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa Pertama, setiap 
peristiwa penting yang dialami oleh seseorang wajib dicatatkan pada Pencatatan 
Sipil. Dalam kasus anak lahir hidup mati, pencatatan yang dilakukan ialah 
pencatatan lahir mati. Sehingga dokumen yang diterbitkan bukan berupa akta 
kelahiran, melainkan Surat Keterangan Lahir Mati (SKLM). Kedua, hak atas 
identitas secara garis besar mencakup nama, kewargenagaraan dan asal usul. Pada 
anak lahir hidup mati, hal ini secara tidak langsung dapat dilihat melalui SKLM 
yang mana memuat 2(dua) diantara 3 (tiga) hal tersebut, yakni asal usul dan 
kewarganegaraan. Sedangkan pemberian nama seyogyanya merupakan kewajiban 
orang tua sejak kelahiran anak. 

Kata kunci: Hak atas Identitas, Lahir Hidup Mati, Pencatatan Sipil, SKLM
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